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BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR 

NOMOR .:18 TAHUN 2015 

TENTANG 

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK 
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab V111 Peraturan 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 
2010 tentang Pajak Daerah, Jenis Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan, maka sebagai dasar Pemungutan Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan dipandang perlu adanya 
Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur; 

1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat ll di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1820); 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, 
Tambahan Lembaran Negara Republik; Indonesia Nomor 

3987; 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4189); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Repu blik Indonesia Nomor 4355); 

ten tang 
Republik 

Lembaran 
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

IO. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

1 1  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Vang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata 

Cara Penentuan Julah, Pembayaran, dan Penyetoran 
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4995); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 3); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawarin,gin Timur Nomor 6 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang 
menjadt Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin 
Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 
Tahun 2008 Nomor 9); 
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Menetapkan 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 
22 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 Nomor 52); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 
PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN 
BATU AN. 

Paaal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur; 

2 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oieh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan Togas Pembantuan dengan prinsip otonorni seluas-luasnya 
dalam system dan pnnsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. 

3 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Timur. 

S Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 

6 Umt KeIJa Terkait (UKT) adalah Dinas/Unit/Satuan Kerja yang mengeiola 
Sumber-Sumber Pendapatan Daerah baik keseluruhan maupun sebagian di 
bawah dan/atau di luar Pendapatan Daerah. 

7 Dinas Pendapatan Oaerah selanjutnya disingkat Dispenda adalah unsur 
peiaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pendapatan Daerah. 

8 Kepala Dmas Pendapatan Daerah disingkat Kadispenda adalah Pimpinan 
Dinas Pendapatan Daerah yang berada di bawah dan benanggung jawab 
kepada Bupati Kotawanngin Timur. 

9 Pemegang Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah atau Bank 
Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Timur. 

JO Pendapatan Daerah adalah seiuruh penerimaan daerah yang bersumber 
dan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lam-lain. 

1 1  Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang 
oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang­ 
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. 
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1 2  Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang 
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang­ 
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. 

1 3  Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, badan usaha rnilik daerah (BUMD) dengan nama lain dan dalam 
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 
organisasr lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

14 Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan 
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alarn di 
dalam dan/atau permukaan burni untuk dimanfaatkan. 

15 Mineral bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan 
sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang 
mineral dan batubara. 

16 Masa pajak adalah jangka waktu I (satu) bulan kalender atau jangka waktu 
lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan 
kalender, yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan 
melaporkan pajak yang terutang. 

17 Tahun Pajak adalah jangka yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali 
bila wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun 
kalender. 

18 Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 
dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah. 

19 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 
data objek dan subjek pajak, kegiatan penagihan pajak dan retribusi yang 
terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak atau wajib 
retribusi serta pengawasan penyetoran. 

20 Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak atau 
penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan 
menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan 
sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusullran pencegahan, 
melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual 
barang yang telah disita. 

21 Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai 
kelengkapan pengisian Surat Ketetapan Pajak Daerah dan lampiran­ 
lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan 
penghitungannya. 
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22 Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan 
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang 
perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

23 Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 
Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,yang diberi wewenang 
khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. 

24 Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaj a 
penagihan pajak. 

25 Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi 
penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, dan 
penyrtaan. 

26 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 
keterangan. dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk 
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. 

27 Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah 
Daerah atau tenaga ahh yang ditunjuk Bupati yang diberi tugas, wewenang, 
dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang 
perpajakan daerah. 

28 Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang 
terutang. 

29 Tanda Bukti Pembayaran yang disingkat TBP adalah bukti pembayaran 
atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir 
atau telah dilakukan dengan cara lain ke Bendahara Dipenda. 

30. Surat Tanda Setoran yang disingkat STS adalah bu kti pembayaran atau 

penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh Bendahara Dipenda dengan 
menggunakan formu1ir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas 
Daerah. 

31 Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat STPD adalah surat untuk 
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga 
dan/atau denda. 

32 Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan 
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan 
ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah ini yang terdapat dalam SKPD, 
atau STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan. 

33 Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 
terhadap SKPD yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
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34 Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak atau 
penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding 
berdasarkan ketentuan perundangundangan perpajakan. 

35 Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

36 Sistem dan Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan 
mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, 
bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. 

BAB II 

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK 

Paaal 2 

( I )  Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan 
pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi: 
a. Asbes; 

b. Batu tuhs; 
c. Batu setengah permata; 
d. Batu kapur; 
e. Batu apung; 

f. Batu permata; 
g Bentomt, 
h. Dolomite; 

Feldspar; 
J. Garam batu (halite); 
k Grafit, 

Granit/ andesit; 

m. Gips; 

n Kalsit 
o Kaolin, 

p Leusit; 
q Magnesit; 
r Mika; 
,; Manner· 

t. Nitrat, 

u Obeidien: 
v Oker; 

w Pasir dan ketikil; 
x Pasir kuarsa; 
y Perlit; 
z. Phospat; 
aa Talk; 
bb Tanah serap (fuller earth); 
cc Tanah diatorne; 
dd Tanah hat; 
ee Tawas (alum); 
ff Tras; 

gg Yarosif; 
hh Zeolit, 
11. Basal, 
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JJ Trakkit, 
kk Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Dikecuahkan dari Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata­ 
nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan 
pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang 
hstrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa 
air/gas, 

b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam 
merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan 
dimanfaatkan secara komersial; dan 

dan batuan yang 
lamnya, yang tidak 

c. pengambtlan mineral bukan logam dan batuan oleh yayasan sosial 
keagamaan. 

Paaal 3 

(I) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau 
Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

(2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau 
Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan 

BAB III 

PROSEDUR PENGHITUNGAN PAJAK 

Paaal 4 

( 1) Dasar pengenaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai jual 
pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

(2) Nilai jual sebagaimana dunaksud pada ayat ( ! )  dihitung dengan mengalikan 
volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar 
masing-masmgjenis Mineral Bukan logam dan Batuan. 

(3) Nilru pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing-masing jems 
Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan secara periodik berdasarkan 
Peraturan Bupati sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku pada saat itu. 

Paaal 5 

Tarif pajak ditetapkan sebesar 5 % (lima persen). 
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Pasal 6 

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dihitung 
dalam Ton atau M3 dengan nilai sebagaimana tabel berikut : 

Ca tat an J Jems Bahan Oalian belum ada di W1layah Daemh 

Beau Beaarnya 

No Jeni& Dahan Gallan Nilai Jual; Tari! Punptan Pajak Ket 

-, 
Rv I M3 Rv I M3 

2 3 4 5 6 
I As bes - 5 %  -  ·i - � -- - - 
2 Batu tulis 5 %  _  ·i 

- 

3 Batu setengah permata - 5 %  
...  

-  ·1 - - 
4 Batu kaour 5 %  'I 

5 Batu a_pung - 5 %  -  'I ... - - 

6 Batu permata 5 %  'I - - -  -- 

7 Bentonit - 5 %  -  'I 
- 

8 Oolomit 5 %  -  
- 

'J 
• g Feldspar - 5 %  -  'I - + 

IO Garam batu thalite) 
- 

1--- 5 IJ'.'o _ 
- 

'I 
I I Grafit - 5 %  -  'I r. 
12 Gran it/ Andesit 

r-, 

a.Bubuk pecah 340.000,00_ 1- 5 %  17.000,00 
b.Blok 300.000,0Q_ 5 %  15.000,00 

� 
13 GiQS - 5 %  -  ·1 
14 Kalsit - 5 %  -  ·1 
15 Kaolin - 5 %  -  ·1 
16 Leu sit 5 % _  -  ·1 - c � + 
17 Magnes1t - 5 %  -  ·1 

- � - -  

18 Mika - 5 %  -  ·1 � - c + 19 Manner - I- 5 %  
•  

-  ·1 
20 Nitral - 5 %  -  ·1 - 
21 Obsidien - .._____§_ % _ - 'I 
21 Oker - 5 %  -  ·1 
23 Pasir dan Kerikil 

- 

a. Kerikil untuk bahan bangunan 340.000,00 5 %  __1_7 .000,00 
b Pasir untuk bahan bangunan 90.000,00 5 %  4.500,00 

(Batako, bata d� 
- c 

c.Pasir urug 40.000,00 5 %  2.000,00 - 
24 Pasir kuarsa (zirko� - 5_%_ - ·1 r.. 

25 Perlit - 5 %  -  ., 

26 Phospat 
- 

- 1- 5 %  -  'I 
27 Talk - 5 %  -  ·1 

- 

28 'ranah Serap tfuller earth) 

a. Tanah uruk /Tanah laterit 
- 

50.000,00 5 %  2.500,00 
29 Tanah diatome 5 %  -  ·1 
30 Tanah hat 

- � - 

- - -- 

a. Tan ah hat tahan api - 5 %  -  'I 
b.Tanah liat (daybal� - 

- 
- 5% -  'I 

- - -  -  

c. Tanah hat untuk bahan 70.000,00 5 %  3.500,00 
bangunan (bata,genteng, dsb) 

-- 
31 Tawas (alum) - 5 %  -  -  ·1 
32 Tras 5 %  'I 
33 Yarosif 

-- - + 
- 5 %  -  ·1 

34 Zeolit 
- + 5 %  'I 

35 Basal --- - 
- 5 %  -  'I 

36 Traktit + 

37 Ilmenit 
- _ 5 % _  -  ...  'I 
- 5% -  'I 

• 

- 
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BABIV 
PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK 

Pasal 7 

( I )  Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemenntah 
Daerah daJam haJ ini Dipenda daJam jangka waku selambat-lambatnya 30 
(tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuaJi 
ditentukan lain; 

(2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Dipenda akan mendaftar usaha Wajib Pajak 

secara jabatan. 

(3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 
sebagai benkut : 

a Pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan 
menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dipenda, 

b. Formuhr pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan 
kepada Dinas Pendapatan dengan melampirkan : 

1 Fotocopy KTP pengusaha /penanggungjawab /penerima kuasa; 

2 Fotocopy Surat Keterangan dornisili tempat usaha ; 

3 Fotocopy SIUP, jika ada ; 

4 Fotocopy Akte Pendirian perusahaan, jika ada ; 

5. Surat Kuasa apabila pengusaha/penanggung jawab berhaJangan 
dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa ; 

c Terhadap penetimaan berkas pendaftaran, Dinas Pendapatan 
membenkan Tanda terima pendaftaran; 

d Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formuhr 
pendaftaran, KepaJa Dipenda menerbitkan : 

1 Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah dan Sistem 
Pemungutan Pajak Daerah yang dikenakan ; 

2. Surat Penunjukan sebagai Pemilik/Penanggung Jawab usaha Wajib 
Pajak; 

3 Kartu NPWPD ; 

4 Maklumat; 

5 Sistem Pemungutan Pajak. 

e Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD dan 
Maklumat kepada pengusaha/penanggungjawab atau kuasanya sesuai 
Tanda terima pendaftaran 

(4) Contoh Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan/Pemilik Usaha 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Ini. 

(5) Bagan AJur Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak tercantum 
dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 
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BABV 

MASA PAJAK/SAAT TERUTANG PAJAK 

Pasal 8 

Pajak dikenakan untuk masa pajak 1 (satu) bulan kelender, yang menjadi 
dasar bagi wejib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak 
yang terutang. 

Pasal 9 

Saat Pajak Terutang adalah pada saat berlangsungnya kegiatan yang dapat 
dikenakan pajak dan/atau pada saat ditetapkannya surat keterangan pajak. 

Pasal 10 

( 1 )  Setiap wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri 
diwajibkan mengisi SPTPD. 

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, 
benar dan lengkap. 

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada 
Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhir masa 
pajak. 

(4) Jika batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) jatuh pada hari libur, maka penyampaian SPTPD dilaksanakan pada 
han kerja berikutnya. 

BAB VI 

PROSEDUR PEMUNGUTAN/PENETAPAN PAJAK 

Pasal 11 

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan; 

(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan 
peraturan perundang-undangan perpajakan; 

(3) Setiap wajib pajak membayar sendiri pajak terutang dengan menggunakan 
SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT. 

(4) Contoh Fonnulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tercantum 
dalam Lampiran lll Peraturan Bupati ini. 

BABVII 

SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 12 

(1) Terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan sendiri sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 1  ayat (2), maka dalam jangka waktu 5 (lima) 
tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan : 

a. SKPDKB dalam h al :  

1  Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak 
yang terutang tidak atau kurang dibayar; 
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2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 
tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada 
waktunya sebagaimana ditentukan dalarn surat teguran; 

3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang 
dihitung secara jabatan. 

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum 
terungkap yang menyebabkan penambahan jurnlah pajak yang 
terutang. 

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah 
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana 
dimaksud pad a ayat (I )  h uruf a angka I dan angka 2 dikenakan sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari 
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling 
lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; 

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa 
kenaikan sebesar I 00% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak 
tersebut. 

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib 
pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. 

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( ! )  huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 
sebesar 25o/o (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 2°/o {dua persen) sebulan dihitung dari 
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling 
lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; 

Pasal 13 

(!) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :  

a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; 

b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai 
akibat salah tulis dan/atau salah hitung; 

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau 
denda 

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah dengan 
sanksi administratif berupa bunga sebesar (2%) (dua persen) setiap bulan 
untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang pajak. 

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran 
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan dan ditagih melalui STPD. 
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BAB VIII 

PROSEDUR PEMBAYARAN DAN 

PENAGIHAN PAJAK 

Pasal 14 

( 1 )  Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat Jain yang ditunjuk 
oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD,SKPDKB, 
SKPDKBT dan STPD. 

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil 
penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 
jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati. 

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dan ayat (2) 
dilakukan dengan menggunakan TBP. 

(4) Contoh Formulir Contoh Formulir Surat Tanda Setoran (STS) dan Tanda 
Bukti Pembayaran (TBP) tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V 
Peraturan Bupati ini. 

(5) Bagan Alur Prosedur Pembayaran Pajak tercantum dalam Lampiran VI 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 15 

( 1 )  Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. 
(2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk 

mengangsur pajak terutang pada kurun waktu tertentu, setelah memenuhi 
persyaratan yang ditentukan. 

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) harus 
dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 
sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau 
kurang dibayar. 

(4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda 
pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi 
persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) 
perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. 

(SJ Persyaratan untuk mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara 
pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati. 

Pasal 16 

(I) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak 
yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat 
terutangnya pajak. 

(2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah 
pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak 
dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak 
tanggal diterbitkan. 
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(3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang 
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk 
mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga 
sebesar 2% (dua persen) sebulan. 

Pasal 17 

(!)  Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat 
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding 
yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat 
ditagih dengan Surat Paksa. 

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB IX 

PROSEDUR PEMBETULAN, PEMBATALAN
1 

PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN 

ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 18 

(!)  Bupati karenajabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat: 

a Menerima Surat Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan 
Penetapan dan Penghapusan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dari 
Wajib Pajak. 

b. Membetulkan SKPD dan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam 
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau 
kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah; 

c Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar; 

d Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi 
denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal 
dikenakan karena kehilapan wajib pajak atau 
kesalahannya. 

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan 
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atau SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (!)  harus 
disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau pejabat 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yangjelas. 

(3) Bupati atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan 
keputusan 

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) Bupati atau Pejabat Berwenang tidak memberikan keputusan, 
Permohonan pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan 
Penghapusan atau Pengurangan sa.nksi administrasi dianggap dikabulkan. 
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(5) Bagan Alur Prosedur Pembetulan Surat Ketetapan Pajak berdasarkan Permohonan 
Wajib Pajak tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini. 

BABX 
KEBERATAN DAN BANDING 

Paaal 19 

(1)  Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau 
Pejabat yang diberi Kewenangan atas suatu : 

a. SKPD; 
b. SKPDKB, 
c. SKPDKBT; 
d. SKPDLB; 
e. SKPDN. 

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  harus 
disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) 
bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDKLB dan SKPDN 
diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan 
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar 
kekuasaannya. 

(3) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatas tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak 
dipertimbangkan. 

(4) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan 
sejak tanggal permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diterima sudah memberikan putusan. 

(5) Apabila setelah lewat 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, pennohonan 
keberatan dianggap dikabulkan; 

(6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak menunda 
kewajiban membayar pajak 

Paaal 20 

(l)WaJib Pajak dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak dalam 
jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan. 

(2) Pengajuan banding sebagarmana dimaksud pada ayat ( ! )  tidak menunda 
kewajiban membayar pajak. 

Paaal 21 

(I)  Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 a tau 
banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dikabulkan sebagian atau 
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah 
imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan untuk paling !ambat 
selarna 24 (dua puluh empat) bulan. 

(2) Bagan Alur Prosedur Penerbitan SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan 
STPD terlampir dalam Lamprran VIII Peraturan Bupati ini. 
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BAB XI 

PROSEDUR PENGEMBALIAN KELEBIHAN 

PEMBAYARAN PAJAK 

Pasal 22 

( 1)  Wajib Pajak dapat mengajukan pennohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan 
menyebutkan sekurang-kurangnya : 

a Nama dan alamat Wajib Pajak; 

b Masa Pajak; 

c Besarnya kelebihan pembayaran pajak; 

d Alasan yangjelas. 

(2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan 
sejak diterimanya pennohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan. 

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui 
Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan pennohonan 
pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan 
SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(4) Apabila Wajib Pajak mernpunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran 
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk 
melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalarn waktu paling 
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan 
SPMKP. 

(6) Apabtla pengembalian kelebthan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 
waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat 
memberikan imbalan bungan sebesar 2 °/o (dua persen) par bulan atas 
keterlambatan kelebihan pembayaran pajak. 

Pasal 23 

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak 
lainnya sebagrumana dimaksud pada Pasal 22, pembayarannya dilakukan 
ctengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku 
sebagai bukti pembayaran. 

BAB XII 

KEDALUWARSA PENAGIHAN 

Paaal 24 

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui 
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali 
apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah. 

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1 I pasal 
int tertangguh apabila : 
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a diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau 
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun 

tidak langsung. 
(3) Dalam ha! diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak 
tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut. 

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih 
mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah 
daerah. 

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan Wajib Pajak. 

Pasal 25 

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan 
penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah 
kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . 

BAB XIII 

PROSEDUR PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN 

Paaal 26 

( 1 )  Wajib Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan prinsip 
pembukuan yang berlaku umum, sekurang-kurangnya menyelenggarakan 
pencatatan nilai peredaran usaha atau nilai penjualan atau nilai yang 
menjadi dasar pengenaan pajak. 

(2) Pembukuan sebagaimana yang dimaksud ayat ( 1) diselenggarakan dengan 
sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha 
sebenarnya 

(3) Pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan 
kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib pajak harus disimpan sekurang­ 
kurangnya 5 (lima) tahun. 

Pasal 27 

(1 )  Bupati berwenang menunjuk petugas untuk melakukan pemeriksaan dalam 
menguji kebenaran pembukuan dan kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka 
me1aksanakan ketentuan Peraturan Daerah. 

(2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa dilengkapi dengan Tanda 
Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan. 

(3) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib : 
a Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen 

yang terkait yang berhubungan dengan pajak terutang; 
b. Memberikan kesempatan kepada petugas untuk memasuki ruangan atau 

ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran 
pemeriksaan; 
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c Memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan 
kas, bon/bill penjualan ataupun sistem pembukuan; 

d Memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan 
jelas; 

e Memenuht ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan 
guna menunjang kelancaran pemeriksaan. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, maka pajak terutang 
ditetapkan secara jabatan. 

(5) Petugas pemeriksa wajib menjaga kerahasiaan data atau informasi Wajib 
Pajak. 

(6)Tata cara pemeriksaan dan pelaporan akan ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

(7) Bagan Alur Prosedur Pembukuan dan Pemeriksaan, Bagan Alur Prosedur 
Pembetulan Surat Ketetapan Hasil Pemeriksaan Internal, dan Bagan Alur 
Prosedur Restitusi tercantum dalam Larnpiran IX, Lampiran X, dan 
Lampiran XI Pera tu ran Bu pati ini. 

BAB XIV 

PROSEDUR PENYIDIKAN 

Pasal 28 

(!) PPNS tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus 
sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang 
Perpajakan Daerah. 

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah 
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. 

b Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut. 

c Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut. 

d Memenksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen 
berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut, 

e Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. 

f Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana perpajakan daerah tersebut. 

g Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau 
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud 
pada huruf e. 
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h Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan 
daerah tersebut. 

Memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi. 

J Menghentikan penyidikan. 

k, Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 
pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat 
dipertanggung jawabkan. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

BAB XV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 29 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Timur. 

Ditetapkan di Sampit 
pada tanggal 4 Maret 2015 

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, 

Diundangkan di Sampit 

pada tanggal 4 Maret 20 I 5 

/1 

• 

SERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR �8 

18 



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KOTAWAR)NGIN TIMUR 
NOMOR >.8 TAHUN 2015 
TANGGAL 4 MARET 2015 
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN 
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 

� FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB 
Nomor Formuhr : 

PAJAK BADAN/PEMILIK USAHA 

DINAS PENDAPATAN DAERAH 
KABUPATcN KOTAWAAINGIN TIMUR 

I � - 
PERHATIAN 
1 Hiil"ap dl1S1 dalam raogk� 3 (bga) drtults dengi.Vl huruf cetak 
2 Setelah Formulir Pendaftaran ini diisl dan ditandatangani, h.vap diserahki.Vl kembali 

l(Anada Omas Pendseetan Daerah Kabul)alen Kotawaringin Ttmur. 

1 NAMA BADAN USAHA 
2. ALAMAT USAHA 

- 

· Jalan No. 

- RT/RW 
• Kelurahan/Keccmatan 
- Nomor T eleoon 

rrsurat illn �mbki (Fotocooy dila111>1rk.an} • Surat lzm No ........ . ... ......... Tgl , ................. . . 
--- -- -- 

• Surat lzm No . . . . . . ....... Tgl . . . . . . . . . . . .  � ·- ----- - 

• Surat 1ZJ_n __ No .. . . . . . . . . . .  ....... Toi • . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-- 

• Surat lzm No ..... .. . . ... . ... . ... . Toi •................... 
"4. BIDANG USAHA 

- - -  

5  NAMA  PEMILIK/PENGELOLA 
6 ALAMAT : (Fotocopy KTP/SIM/ldentltas lam aga: dilalJ)irk.an) 

-- -- 

1- · Jalan No_. _ 

I- 
-RT/RW 
• Kelurahan/Kec.rnatan � - 

. KaburunAn/Kota 
• Nomor T eeoon 

7 KewaJ1ban P�ak 
- 

ls PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya a<an Samp� .. 
PEMILIK I PENGELOLA aklbatnya teonasuk sanksi sesuai 

peraturan perundang yang bE!f'laku, maka 
I saya menyatakan data beserta l�iran- { . . .. ) 

I- 
Corel yang bdak oefu l.......,1rannva adalah vana sebenarnva. Nama Jelas 

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA. 01151 OLEH PETUGAS PENCATAT DATA. 
- -- - 

1- Olterima tiWl____g9!!_ Nomor Registrasi . 
- 

- Nama JelasmlP 
-- 

-TandaTa� 

""""'""""' I TAND�IfRIMA 

- 
- 

YqMenerma, 

I 
... 

I � 
-- - - - -  

BUPATI 'OTAWARINGINTIMLR. 
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PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR 
NOMOR .o.8 TAHUN 2015 
TANGGAL 4 MARET 2015 
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR Pj;;MUNGUTAN 
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 

Bagan Alur Prosedur Pendaftaran dan Pendataan w,jib Pajak 

LAMPIRAN II 

_y_ 

Menyd!Tpabn Foorul, 

Peo:.iaftaran & la-rpran I 
� _j, 

FC KTP\/1/P 
FC Oom1sill 

FC SIUP 
FC Pnr.1p 

FC Akta Pendman 

FC Surat 
Kuasa(Jika 
ciwalolkan) 

Sek,j Pendaltaran 
MUa1 dao Pendataan 

[ 
-' 

""'""WP 
� 

WP6aru --, 

""""" WP yg 
tf!lah memhlo 

NPWPD 

' 
3J han seiak usaha 

WPTtdak 
>-------- MenclaftarMn Om 

' 
f---- Pendaftaicrl eti,ek 

Secara Jaba"" 

I 

'[_ 

Memenksa penglSlafl formJir & 
kel� larrpran 

Wajib Pajak 

__1- 

Mengarrbl, mengiSj, Fomlll Pendaftaran f 
menandatarg.n Formulir � If . 

"""""'"" , 

Pemasangan 
Maidumat Pa1ak 

Daerah d tempat 
usaha 

Kartu NPWPO 

Maklumat p� Daerah 

,--- ,_ 

Menerbrtkan NFWPO & 
Meocatat dalam Daftar lnrilk WP,. ---,-.­ 

sesca JMIS ot:,ek Pajak 

• 

,..._ _ Menyeratui NPwPD dan 1 
Meklurrat Pa1all k� WP 

- 

s 

DAFTAR INDUK 
WP 

BUPATI OTAWARJNGINTIMUR, 
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LAMPIRAN in PERATURAN BUPATI KOTAWARJNGIN TIMUR 
NOMOR �g TAHUN 2015 
TANGGAL 4 MARET 2015 
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN 
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM [)AN BATUAN 

� 
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH 

(SPTPD) 

OINAS PENOAPATAN OAERAH PAJAK MINERAL BU KAN LOGAM DAN BAT\JAN 
KABUPATEN KOTAWARINGIN TlMUR 

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK 

1 Nama Waj1b Pajak 

2 Alamat WaJ1b Pajak 

3 NPWPD 

B. BESARNYA NILAI JUAL DBJEK PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 

Besar 
Tarif 

Besamya 
No Jens Bahan Galian Nilai Jual; 

Pajak 
Pungutan Pajak Ket 

Rn/M3 Ro/M3 
1 2 3 4 5 6 

1 Asbes - 5% -  Penentuan Nilal 
2 Batu tulis 5% Jual Objek Pa1ak 
3 Batu setengah permata - 5% - dapat ditinjau 
4 Batu kapur 5% kembati sesuai 
5 Batu apung - 5% - Oengan tingkat 
6 Batu permata 5% Harga yang 
7 Benton it - 5% -  benaku (sesua, 
8 Dolomit 5% Harga Pasar) 
9 Feldspar - 5% - 

10 Garam batu (halite) 5% 

11 Grafit - 5% -  

12 Granil/Andesit 

a.Bubuk pecah 340.000,00 5% 17 000,00 
b.Bk>k 300.000,00 5% 15.000,00 

13 Gips - 5% - 

14 Kals1t - 5% - 

15 Kaolin - 5% - 

16 Leu sit - 5% -  

17 Magnesit - 5 %  .  

18 Mika - 5% . 

19 Marmer - 5% -  

20 Nitral - 5% -  

21 Obsiden 
- 5% -  

22 Oker - 5% -  

23 Pasir dan Kerikil 

o. Kerikil untuk bahan bangunan 340.000,00 5% 17.000,00 
e. Pasir untuk bahan bangunan 90.000,00 5% 4.500,00 

(Batako, bata dsb) 
f. Pasir urug 40.000,00 5% 2.000,00 

24 Pasr kuarsa (zJrkon) - 5% -  

25 Pen it 
- 5% - 

21 



126 lihospat 27 Talk 
2 

I 
3 __L�[ 5% 

5 

- 1  
6  ]  

- 

-� 28 T anah Se rap (fuller earth) 

b Tanah urug rranah ratertt 50.000,00 5 %  2  500,00 
29 Tanah dlatome - 5% - 

30 Tanah liat 
- 

a. T anah liat tahan api - 5% - b Tanah llat (claybal� - 5% - 

c T anah liat untuk bahan 70.000,00 5% 3 500,00 bangunan (bata,genteng, dsb) 
- 31 Tawas (alum) - 5% - 

-  32 Tras 5% 33 Varos� - 5% -  

34 Zeout 5 %  +  

5 %  �  35 Basal - - 
- 5% 36 Traktrt 37 llmernt - 5% - 

C. DIISI OLEH WAJIB PAJAKJPENANGGUNG PAJAK 
No Nama Bahan Mineral Volume 

Satuan 
Haf!ia Standar/ 

Nilai Jual ' Bukan tocak PeMnunaan Sesual Harca Pasar I - 

1 Pasn M3 Rp 2 I Tanah Urug M3 Rp 3 dll M3 Rp JUMLAHB RP 
-- - 0. PERHITUNGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 

- - - 

Jumlah N,lai Jual Bahan Mineral Bukan LQCJam & Batuan (Jumlah 8) 1 Rp 
-- - 

Jumlah Pa1ak yang harus d1bayar _ls%xangka1 2 Rp 
- -- -- - 

Jumlah Pembayaran 

Tertl,lang 
- -- - 

SMlpi\ 
01terima oleh . 

Waj1b Pajak/Penyetor, 

... ....  . . . . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

BUPA1'1 l\,OTAWARl1'GtN TIMUR, 
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LAMPIRAN rv PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR 
NOMOR "-� TAHUN 2015 
TANGGAL 4 MARET 2015 
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN 
PA.JAK MINERAL BUKAN LOGAM bAN BATUAN 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KDTAWARINGIN MUR 

SURAT TANDA SETORAN STS 

STSNo Bank Kalter,g Gabang Sampit 

Harap drtenma uar,g sebesar Rp 

Dengan nrcran penenmaan sebagai berikut: 

No Kode Rekernrv1 Uraian Rincian Ob� Pendeceten Asli Oaerah Jumlah (Rn1 

1 
2 

3 
4- - - -  -  --- 

5 
6 

7 
-8- - - - -  

- - 

9 

10 
11 
12 
13 
14 

_15 
- - - 

r- -- -- - - 

- - - -  

Uang tersebut d1tenma Bank, 
Tanggal 

Mengetahui : 
Kepala Dlnas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Timur, 

NIP . . . . .  

Bendahara Penenmaan, 

Bl,IP�:r �_WAR!NGIN TIMUR, 

) � \ 

\ 
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LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR 
NOMOR �8 TAHUN 2015 
TANGGAL 4 MARET 2015 
TENTANG SISTEM DAN PROSEI;>UR PEMUNGUTAN 
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 

PEMERINTAH DAE RAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 

TANDA BUKTI PEMBAYARAN No 

NOMOR BUKTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

--·- 

Bendahara Penenmaan SKPD 

T elal1 menefima uang seoesar . Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ........ .... 

( .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .... . .. . ....... ... . ... . . .....  .. 

- -- - - 

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .... . ... ...... . . .. .. . .  .. .. ) 
�---- 

dari Nama ... . . . . . . . . . . . . . . .  
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

- -- 

Alamat ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Sebagai pembayaran 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  ...... 

-- 

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . ..  . .....  

- -- 

Kode Rekem'!9_ Uraian I Jumlah (Ro\ 
- 

-- 

- - 

- 

� 

T anggat drtenma uang 
· · · · · · · · · · · · · · ·  

..... .... " • . . . . . . . . . . .  

Mengetahu, 
Bendahara Penenmaan, Pembaypr/Penyetor, 

.... · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
., .. ..  . . . . . . . . . .  .  .. .... 

NIP 

Lembar ash Untuk pembayar/penyelorlp1hak kebga 
Saltnan 1 Untuk Bendahara Penenmaan 
Sal,nai 2 Untuk PPKO 
Salman 3 Untuk PPK-SKPO 

- -� 

BUPAJq::o:rAWARINGIN TIMUR, 
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LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR 
NOMOR �g TAHUN 2015 
TANGGAL 4 MARET 2015 
TENTANG STSTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTf\N 
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 

Bagan Alur Prosedur Pembayaran Pajak 
Seki! Pemungutlln 

d•n Penetrip11n 
..... 

Peee­ 

rim11n 

� 
l.wnri•k� 

-­ �1,1.:i., 
� 1> 2  l t  

I  
'  K11d1 

' 

' 
�.k .. -v,-��-� 

k--7 dan '"'"*"9 

_l)ll'_ 

- Ptrmollo!111, 

- ·  .......  

Sl(p Sl(POl(8, l . 
SKPOKBT STPD rt-+ 

��··1 
...,...., r 

...Il!' u, '  

T8P  ...  '  
TBP l.b 3 

""'"' 
--� 
·- SPTPO l.b 1 I 

SPTPOl.b 2 

• 

J 

...., ....... 

Tl!P .... 

T,..._&SPTPO 

Yo 

' 

- TBP 

' 
""'" ' 

-..r- 

-- �.,,.., 

........., _ 11, 2 3 4  

' •  TBPl.b 

TBP l.b t 

"'""'"' 

• 

______. 

TBP Lb 1 

SPn>OLb 1 

_.___ 

"'"' 

' r- ARSIP 

' 
"'"' 

BUPAJ;Hf -y,._w ARINGIN TIMUR, 
,:, - � 

. .�  
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LAMP!RAN VU PERATURAN BUPATI KOTAWAR!NGIN Tll,fUR 
NOMOR Q8 TAHUN 2015 

TANGGAL 4 MARET 2015 

TENTANG S!STEM DAN PROSEDUR PEM\)NGUTAN 
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 

Bagan Alur Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Berdasarkan Permohooan Wajib Pajak 

� t  MengaJukan permohonan S IP _ pembetulan: ura ermoronsn 

SKPO,SKPOKB, SKPDKBT, .... Pembetulan 
STPO, SKPON, SKPOLB 

T 

lengkap? 

Seksi Pemungutan Penetapan 

Memerio;sa kelengkapan 
eomnenast 

pem-.ohoo"' 
pembetulan 

,. ... 

Permohonan 

Pembetulan 

Wajib Pajak 

r 

Ya 

• 

Menehli dan mengkaJ� 
permohonan 

I 

J 

' 
Oil<abulkan? 

SK Penolakan 
4 

'""'1 
SK Peoolakan 

Lb2 

Ya 

l ' 
SK Pemtetcleo SK Pembet!Jlan 

Lb1 4 

t 
Lb2 

• 
__.____ 

I 
A"<> ArslJI J 

\--- 

BUPA1'1 0T-A.W ARINGIN TIMUR, 
f I 

U.PlAN HADI 
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LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR 
NOMOR JS TAHUN 2015 
TANGGAL 4 MARET 2015 
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PE)MUNGUTAN 
PAJAK MINERAL BUKAN WGAM DAN '3ATUAN 

Bagan Alur Prosedur Penerbitao SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, Slp'DLB, dao STPD 

Sek1l Pemungutafl dan Penelapln 

F�.,., ... 

- & """'**• SSPO 1 IM<IT..,.. SPTPO 

' 
- 

' 

>--- -llDIIBlya 

I 

L____--, 
..... - .. 
Clalla" Sl<POKB I 

-� � 

...... .,. 

- Sl(POl(B/ 

Sl(p[)KBT u, 1 

... � 

' 

� 

' -;J -·· 
'  � P I  

- Sl(PON""°WP 
1 

,_ 

- \ 

' 

""' " '  

-"" 

+  

BLIP,';TJ KQT{ WARJNGIN TIMUR, 
\ 

I 
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PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR 
NOMOR � TAHUN 2015 
TANGGAL 4 MARET 2015 
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUT,W" 
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 

Bagan Alur Prosedur Pembukuan dan Pemertksaan 

Wajib Pajak Seksi Pemeriksaan 

LAMPIRAN IX 

Membukukan seluruh transakst usaha secara rutm dan teratur 
Laporan WP 

i
(SPTU SSPQ Bukb_ 

Se�j 

l 

SKPDLBSKPOKB SKPDN lb1 •----J�-Tidak-- 

Basis Data 7 Pemenuhan A 
Kewa11ban � 

Perpajakan WP � 

��l 
Melakukan pemeriksaan 

.., 98demana kanlor dg 
membendingkan leporar, 
WP dg Basia Data WP 

• 

Ada perbedaan 
signrfikan? � 

Ya 

t 

'----- Menyiapllan surat tugas dandokumen 
kelengkapan 
pemeriksaan 

• 
I Melakukan pemeril� 

�rtianal�nganll 
� 

• 

SKPOLB lb1 

� lebih- lebih BayafKurang >­ 

BayatNM 

SKPOKBlbl 

SKPON lb1 

r SKPDLB lb2 

Arsip 1 

l 
..___ 

SKPDKBlb2 

• Arsip 

_J_ 

SKPDNlb2 

_r-kurang­ 
� '+-T 

BUPP,.TJ- Ol't, \\' ARINGIN TIMUR, 
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LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI KOTAWARJNGIN TIMUR 
NOMOR !l/l TAHUN 2015 
TANGGAL 4 MARET 2015 
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN 
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 

Pembetulan Surat Ketetapan Basil Pemeriksaan Internal Dipenda 

Wa11b Pajak Seksi Pemungutan dan Penetapan 

Memenksa 

SKPD,SKPOKB, 
SKPDKBT STPO, 
�KPQN, SKPDLE'_ 

• 

' SK Pembetulan 

Secara Jabatan lb 1 

• 
Melakukan 

pembayaran atau 
restrtusa atau 

banding 

! 

I 

+ 

Ada kesalahan? 

Ya 

• 
Menerbrtkan SK 

Pent>etulan secara 

iat,atari 

• 
SK Pembetulan 

Secara Jabatan lb 2 

Tidak-. eelesar 

J 
BUPAUKQTAWARINGIN TIMUR, 

D -- , �  

UP,IAl'I HAD! 
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LAMPIRAN XI 

r 

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR 
NOMOR �I/ TAHUN 2015 
TANGGAL 4 MARET 2015 
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PE!,IUNGUTAN 
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN IBATUAN 

Bagan Alur Prosedur Restitusi 

Wajib Pajak Seksi Pemeriksaan 

Menga1ukan Surat Pennohonan 
permohooan res\Jtus1 � Restrtus1 

secara tertuhs 

._ Melakukan pemerilsaai 
sederhana kantor 

• 
SKPOLB'SKPOKEY 

SKPDN lb 1 14 
Ada perbedaan 

> sgnrfikan? 

SKPOLB lb2 

Ya 
/ 

• \ A� 

Stet Tugas den 
dokum«1 kelengkapan 

pemenksean .,....._.... 

Menyiapkan sura\ tugas 
dandokumen 
kelengkapan 
pemeri(saan 

Melal<Ukan pemeriksaan 
sederhana lapangan 

SKPDLB lb 1 i.ebih Bayar/KU18ng 
BayatNihil'? 

N1hil 

,-----kurar,g- 
"" 

� 

SKPDKB lb 1 � 4  l  
�  

.___  

'  
SKPDNlb2 

SKPDN lb 1 SKPDKBlb2 
'4 

SKPDLB lb2 

• 

• 
Ars1p 

__y__ Arao 
\-- 

Ara. 

\-- 

BUPA!I OTAWARINGINTIMUR. 
� 
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